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Abstrak. Target utama dari penelitian ini meliput sejauh mana literasi digital dari aparatur sipil negara berperan dalam melakukan 

pengelolaan barang milik daerah dimulai dari ketepatan pencatatan, melakukan auditing barang milik daerah, pelaporan barang 

milik daerah melalui digitalisasi yang dapat memberantas isu-isu umum berupa kesalahan pencatatan, human error, penyalah 

gunaan barang milik daerah, duplikasi data dan kekeliruan pengguna barang milik daerah dalam membuat laporan secara berkala. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Studi ini melibatkan 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disiapkan 

menggunakan Google Form. Rekapitulasi data selanjutnya dianalisis dengan statistik deskriptif, mencakup perhitungan mean, 

persentase, dan distribusi frekuensi.Studi ini merangkum beberapa hambatan utama. Hambatan tersebut meliputi: ketergantungan pada 

jaringan internet, kebutuhan akan perangkat komputer yang memadai, dan perbedaan kompetensi digital antar-ASN dalam pengelolaan 

BMD.Secara garis besar, penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara digitalisasi dan kompetensi ASN merupakan faktor kunci 

dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan BMD. 

 

Kata kunci : Digitalisasi, Barang milik daerah, 
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LATAR BELAKANG 

 

Dalam perkembangan teknologi dan dinamika transformasi birokrasi, Pemerintah Daerah dituntut 

agar seluruh alur proses bisnis menjadi efektif, efisien, dan akuntabel. Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik merupakan tujuan krusial. Parameter keberhasilan tata kelola dapat diukur 

melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah. 

Barang milik daerah merupakan salah satu sumber daya kunci bagi Pemerintah Daerah untuk 

mencapai visi dan misi. Pemanfaatan BMD yang tepat sasaran akan menghasilkan nilai manfaat yang 

lebih optimal. Oleh karena itu, peran BMD sangat penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, terutama dari aspek akuntabilitas. 

Pengelolaan BMD sendiri merupakan inti dari proses bisnis Pemerintah Daerah. Proses ini dituntut 

harus efektif, efisien, dan akuntabel. 

Namun, saat ini Pemerintah Daerah—khususnya Kabupaten Agam—masih banyak menggunakan 

pencatatan secara konvensional. Pendekatan ini memiliki banyak kelemahan. Sistem konvensional 

sangat bergantung pada penggunaan kertas, alat tulis kantor, penggandaan berkas dalam skala besar, 

serta membutuhkan banyak SDM. Akibatnya, proses bisnis yang berjalan cukup menghabiskan 

waktu. 

Dimana keunggulan dari digitalisasi pengelolaan barang milik daerah antara lain : 

1. Ketepatan pencataan barang milik daerah  

2. Proses bisnis yang lebih otomatis 

3. Kemudahan dalam melakukan pemeriksaaan 

4. Transparansi dan akuntabel 

 

 

GAP ANALYSIS DAN NOVELTY 

 

Pengelolaan barang milik daerah pada saat ini masih dilakukan secara konvensional dimana 

penggunaan kertas, penggandaan berkas laporan, kebutuhan akan beberapa sumber daya manusia 

dalam pengelolaan barang milik daerah , hingga durasi proses pengelolaan masih dikatakan 

tergolong lambat. Apabila dibiarkan akan berdampak seperti : 



1. Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak optimal, dikarenakan pemanfaatan barang milik 

daerah yang tidak teridentifikasi dengan peruntukannya 

2. Anggaran pada APBD menjadi boros, salah satu penyebabnya adalah duplikasi data barang 

milik daerah yang membuat anggaran pemeliharaan barang milik daerah meningkat 

3. Resiko penyalahgunaan dan kehilangan barang milik daerah meningkat karena pembaharuan 

data barang milik daerah yang tidak tepat 

4. Tidak tercapainya visi misi Pemerintah Daerah dalam tata Kelola pemerintahan yang baik 

dalam pengelolaan barang milik daerah 

 

Tujuan utama dalam penelitian ini bermuara pada capaian visi misi Pemerintah Daerah yaitu 

mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah. Tujuan ini 

dibagi atas dua capaian meliputi tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka Panjang. 

Adapun tujuan jangka pendek dari penelitian ini berupa mengetahui sejauh mana kompetensi akan 

literasi aparatur sipil negara dalam pengelolaan visi misi Pemerintah Daerah dalam tata Kelola 

pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Agam ,  bagaimana adaptasi digital dapat berperan dalam pengelolaan visi misi 

Pemerintah Daerah dalam tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik 

daerah pada  Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam. 

Tujuan jangka panjang penelitian ini mencakup dua hal yaitu, melihat dampak digitalisasi dalam 

pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap optimalisasi sumber 

daya yang ada. Dan menjadi dasar tindak lanjut pengembangan digitalisasi pengelolaan BMD secara 

menyeluruh pada semua Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Agam. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis. 

Tujuannya adalah menyajikan gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Strategi survei memudahkan peneliti mengungkap situasi di lapangan dari berbagai aspek dan sudut 

pandang. 

Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kabupaten Agam yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. 



Sebanyak 50 responden dilibatkan. Jumlah ini diharapkan menghasilkan data yang relevan dengan 

kondisi faktual di BKAD Kabupaten Agam. 

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup. Kuesioner disusun menggunakan skala 

Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

Kuesioner dibuat untuk mengukur tiga aspek yaitu : Adopsi digitalisasi pengelolaan barang milik 

daerah. Literasi aparatur sipil negara terkait . Kualitas dalam pelaporan BMD. Analisis penelitian 

ini memiliki dua tujuan utama: pertama, mengukur tingkat pemanfaatan digitalisasi BMD dalam 

pengelolaan aset; kedua, menilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam literasi digital. 

Hasil temuan ini selanjutnya akan diinterpretasikan, lalu dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. 

Perbandingan tersebut berfungsi untuk memperkuat analisis mengenai efektivitas pengelolaan 

Barang Milik Daerah (BMD) berbasis digital. 

 

 

 

Gambar 1.  Tangkapan layar Google Form pengumpulan data respondense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penggunaan digitalisasi pada Barang Milik Daerah (BMD) secara umum menunjukkan kategori 

Tinggi, dengan nilai rata-rata (mean) 4,21. Mayoritas responden mencatat dampak positif signifikan, 

terutama berupa minimalisasi kesalahan pencatatan dan efisiensi proses penginputan data. 

Kemudahan pelacakan BMD menjadi indikator kunci keberhasilan. Indikator pendukung lainnya, 

seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan otomatisasi masing-masing memiliki nilai 

rata-rata 4,00. 

Kualitas pelaporan BMD juga menunjukkan peningkatan relatif tinggi, mencapai nilai rata-rata 

tertinggi (mean = 4,25). Peningkatan ini terlihat jelas pada aspek ketepatan waktu, akurasi, dan 

kelengkapan dokumen. Digitalisasi mempermudah verifikasi dan secara efektif meminimalisir risiko 

duplikasi data aset. 

 

 

 

Variabel 

 

Mean 

 

Kategori 

 

Digitalisasi 

 

4,21 

 

Tinggi 
 

Literasi Digital pegawai 

 

3,87 

 

Cukup Tinggi 
 

Kualitas Pelaporan 

 

4,25 

 

Tinggi 
 

Literasi digital pegawai berada pada kategori Cukup Tinggi (mean = 3,87). Kategori ini mencakup 

Aparatur Sipil Negarayang mampu menggunakan fitur-fitur sistem secara optimal. Meskipun 

demikian, 18% ASN dinyatakan memiliki literasi rendah. Data ini menunjukkan adanya 

ketimpangan kompetensi literasi digital di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten 

Agam. 

Selain ketidakmerataan kompetensi digital pegawai, penelitian mengidentifikasi beberapa kendala 

utama, yaitu keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer yang kurang memadai. 



Dari perspektif sektor publik, transformasi digital merupakan instrumen utama dalam meningkatkan 

akuntabilitas Pemerintah Daerah. Digitalisasi diharapkan mampu mengurangi kesalahan, 

mengintegrasikan data, dan membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. 

Secara keseluruhan, digitalisasi di BKAD Kabupaten Agam berdampak positif terhadap pengelolaan 

BMD. 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik pengumpulan data Google Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah 

memberikan kontribusi signifikan. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pencatatan dan penyusunan 

laporan, serta minimalnya kesalahan input data. Secara tidak langsung, kondisi ini mendorong 

peningkatan akurasi data, mempermudah audit, dan memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola 

BMD. Peran utama pegawai yang kompeten dengan literasi digital tinggi adalah mampu 

memanfaatkan fitur-fitur sistem dengan optimal. Mereka juga lebih memahami alur pengoperasian 

dan lebih adaptif terhadap perkembangan sistem.  Adopsi digitalisasi secara umum dikategorikan 

Tinggi, dengan nilai rata-rata (mean) 4,21. Angka ini menunjukkan bahwa pegawai menilai 

digitalisasi memberikan manfaat nyata, terutama dalam aspek kemudahan. Sebanyak 82% responden 

memberikan jawaban setuju dan sangat setuju terhadap manfaat digitalisasi. Nilai rata-rata literasi 

digital pegawai adalah 3,87, yang dikategorikan cukup tinggi. Namun, data menunjukkan adanya 

kesenjangan kompetensi sebesar 18% di antara responden. 52% responden berada pada kategori 

sedang. 30% responden berada pada kategori tinggi.Ketimpangan literasi ini berdampak pada 

kelangsungan pengoperasian sistem, terutama dalam penggunaan fitur kompleks seperti pembuatan 

laporan otomatisasi. 

Variabel Kualitas Pelaporan memperoleh nilai 4,25, menjadikannya skor tertinggi dari ketiga 

variabel. Angka ini menunjukkan kualitas pelaporan BMD juga berada pada kategori Tinggi. 

 

 

 

Dimensi 

 

Mean 

Ketepatan Waktu 4,32 

Akurasi Data 4,27 

Kelengkapan Dokumen 4,18 

Kemudahan Verfikasi 4,24 

 

 

Hasil dari penelitian ini menyajikan bahwa pengelolaan melalui digitalisasi dapat meningkatkan 

ketepatan pelaporan barang milik daerah dan mempermudah proses bisnis terutama dalam 

melakukan pemeriksaan. 



Kendala utama terlihat pada sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Beberapa kendala meliputi 

: 

 

 

Kendala 

 

Persentase respondense 

Kestabilan jaringan internet 46 % 

Spek Perangkat perngoperasian rendah 38% 

Kesulitan user pada beberap fitur 34% 

Minimnya update sistem 22% 

 

 

 

 

SARAN 

 

Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan penguatan sumber daya manusia terutama dalam 

pengoperasian sistem melalui bimbingan teknis dan tidak hanya berfokus pada infrastruktur 

digitalisasi saja. Pelatihan seperti Bimtek juga dilakukan secara bertahap dan berkala serta 

disesuikan dengan budaya kerja dalam adaptasi perkembangan teknologi . 

Begitupun nantinya evaluasi berkala dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan 

sumber daya manusia dapat sejalan dengan sinergi.Dan yang terakhir, diperlukan dukungan regulasi 

agar digitalisasi ini dapat berjalan secara menyeluruh dan sempurna. 
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